PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

MHOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG

Menimbang

Mangingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa sebagai lindak lanjul ketantuan Pasal 85 ayat (1) huruf ¢
Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Khusus [bukota Jakarla, periu dibantuk
Tim Pertimbangan Penataan Ruang di Provinsi Daerah Khusus
lbukola Jakarla yang keanggolaannya lerdii dar  wnsur
masyarakat; .

bahwa untuk terlaksananya pembentukan Tim sebagaimana
tersebut pada huruf a, peru disusun sualu pedoman sebagal
acuan dalam penunjukan dan pengangkalan anggota fim
pertimbangan penalaan ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huraf b, perlu menstapkan Pearaturan Gubarmur
tenfang Pedoman Pembentukan Tim Perlimbangan Penataan
Ruang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan
Paraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah lerakhir dangan
Undang-Undang Namor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomar 26 Tahun 2007 lentang Tata Ruang;

Undang-Undang MNomar 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Nagara
Kesaluan Republik Indonesia;

Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintabhan Antara Pemerintah, Pemerntahan Dasarah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupalen/Kola;



— Menetapkan

6. Peraturan Daerah MNomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;

7. Peraturan Daerah Momor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

8. HKeputusan Gubeamur Nomor 1516 Tahun 1897 lentang Rencana
Rincian Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus
lbukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 137 Tahun 2007;

8. Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakaria.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUM:-.IG.

BAB |
KETENTUAN LIMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubarnur inl yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemarintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarla yang
salanjulnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah
Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi DK| Jakarla sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Provinsl DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DK Jakarta
4. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakaria

5. Kepala Dinas Tala Ruang adalah Kepala Dinas Tata Ruang
Provinsi DK Jakarta

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegialan yang mieliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan
FUEMG.

7. Penataan ruang adalah sualu sislem proses perencanaan lala
ruang pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Perencanaan lala ruang adalah sualu proses uniuk menentukan
strukfur ruang dan pola ruang yang melipuli penyusunan dan
penelapan rencana lala ruang.



10.

1.

12.

13

14.

15.

Pemanfaatan ruang adalah upaya unluk mewuludkan strukiur
ruang dan pola ruang sesual dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program baserla pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaalal mang adalah upaya untuk
meawujudkan terib tata ruang.

Perizinan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang
dipersyaralkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesual
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan,

Kalua adalah Ketua Tim Pertimbangan Penataan Ruang Provinsi
DKl Jakarta. :

Sekrelaris adalah Sekretaris Tim Pertimbangan Penataan Ruang
Provingsi DKI Jakaria.

Anggola adalah Anggota Tim Perimbangan Penataan Ruang
Provinsi DK Jakarta,

Rencana Tala Ruang Wilayah yang selanjulnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan lata ruang di wilayah Provinsi DKl
Jakarta yang lerdiri atas Rencana Tala Ruang Wilayah Provinsi,
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota®abupaten Administrasi,
Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, dan Lembar Rencana
Hota.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur ini peru dibenluk Tim Pertimbangan
Penataan Ruang Daerah

(1)

(2)

(1)

BAB Il

KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 3

Tim Pertimbangan Penalaan Ruang merupakan wadah-partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Yyang
barkenaan dengan penataan ruandg;

Tim Pertimbangan Penataan Ruang dalam melaksanakan
tugasnya berlanggung jawab kepada Gubermnur melalul Kepala
Dinas

Pasal 4

Tim Partimbangan Penataan Ruang mempunyai tugas sebagai
barikul.



()

(3)

(1)

(2

{3)

(4)

(n

a. memberikan saran dan masukan dalam proses pengambilan

képutusan yang berkenaan dengan pemanfaatan dan
pengendalian pamanfaatan ruang; dan

b. mamfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyolanggaraan
penyalesaian parmasalahan yang berkenaan panataan ruang.

Pambaglan tugas Tim Pertimbangan Penataan Ruang ditalapkan
oleh Kepala Dinas.

Hasil pelaksanaan lugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 5

Keanggotaan Tim Pertimbangan Penataan Ruang terdiri dari 9
{sembilan) orang anggota masyarakal yang barkompolon dalam
panyalenggaraan penalaan rnuang.

Penunjukan Tim Perlimbangan Penataan Ruang ditetapkan
dengan Kepulusan Gubernur, unluk masa lugas 2 (dua) tahun,
dan dapal ditunjuk kembali apabila dibuluhkan hanya unluk satu
kall masa lugas berikulnya.

Susunan keanggotsan Tim Pertimbangan Penataan Rusng lardir
dari:

8. Katua marangkap anggolta;
b, Sekretaris lidak merangkap anggola; dan
£. Anggota sebanyak B (delapan) orang.

Sokrelaris scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
merupakan pejabat struktural Dinas Tata Ruang yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas uniuk membantu kelancaran tugas Tim
Perimbangan Penataan Ruang.

Pasal 6

Anggota masyarakat yang dapat diusulkan untuk dipllilh dan
ditelapkan menjadi anggota Tim Perdimbangan Penalaan Ruang
sakurang-kurangnya harus memenuhi persyaralan sabagai
barikut. :

a, memiliki intelektualitas, reputasi kellmuan, dan integrlas yang
tingqi khususnya dalam bidang yang larkait dangan penataan
runng.

b. memilki keterampilan untuk melakukan perundingan atau
negosiasl.

¢, lidak menjadi anggola/pengurus parlal politik dan bukan
Pogawal Neged Sipll (PNS) atau anggota THNIU/Polr akiil.



d. berdomicli dan berstatus
. sebagal penduduk Provinsi DI

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemiihan dan penetapan
anggola Tim Pertimbangan Penalaan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diletapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk yang pertama kali Ketua Tim Portimbangan Panalaan Ruang
ditetapkan Gubesnur bersamaan dengan penetapan anggota Tim
Periimbangan Penataan Ruang.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

Tim Partimbangan Penataan Ruang mengadakan rapat internal secara
berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan atau
sewakiu-waktu sesual kebutuhan dan menghadiri rapal terkait dengan
proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dan pengendalian
pamanfaalan ruang.

Pasal 9

(1) Tim Pertimbangan Penalaan Ruang menyampaikan laporan
semesteran dan lahunan atau sewaktu-wakiu kepada Gubernur
melalul Kapata Dinas.

{2) Tim Perimbangan Penataan Ruang berkewajiban menyampaikan

laporan akhir masa lugas mengenai pertanggungjawaban
pelaksanaan fugas kepada Gubemur mefalul Kepala Dinas
dengan fembusan kepada Asisten Sekrelaris Daerah Bidang
Pambangunan 1 (salu) bulan sebalum masa tugas barakhir.

Pasal 10
Tim Pertimbangan Penataan Ruang Bidak diperbolehkan mengangkat
dan/atau mempunyal pegawal atau karyawan dalam bentuk apapun.

BAB I

KEUANGAN

Pasal 11
Anggatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubarmur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED)

Provinel DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Tata Ruang.



Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas anggota Tim Pertimbangan Penataan
Ruang dibarikan honorarium,

{(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditelapkan dengan Kepulusan Gubernur, sesuai dengan
katentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
SEKRETARIAT
Pasal 13

(1} Unluk membantu kelancaran pelaksanaan fugas Tim
Perimbangan Penataan Ruang dibentuk Sekretarial yang
ditelapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

{2) Sekrelarial sebagaimana dimakswd pada ayat (1) berkedudukan
di Dinas Tata Ruang yang dipimpin oleh Sekretaris Tim.

(3) Ketentuan lebih lanjul mengenai uraian lugas dan honorarium
Sekrelarial ditelapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIl
KETEMTUAN PENUTUP
Pasal 14
Paraturan Gubarnur inl mulai bedaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubarmur ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah
Provinsi Dasrah Khusus lbukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2009

GUBERMNUR PRLWINSI DAERAH KHUSUS
iBU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

L™

UHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINEI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JARKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 14
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